SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN TARIF IZIN TRAYEK DAN TARIF IZIN USAHA PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa kapal ferry penyeberangan lintas Kabupaten/Kota
dalam Provinsi beroperasi selama 24 jam setiap hari, dan
adanya kesamaan nilai tarif Gross Tonnage (GT) antara
yang GT kecil serta GT besar schingga perlu dilakukan
perubahan terhadap tarif izin trayek angkutan
penyeberangan lintas Kabupaten /Kota dalam Provinsi;

bahwa penetapan tarif izin usaha perikanan dipandang
tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga perlu
dilakukan perubahan terhadap tarif Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan (SIKPI);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
penetapan perubahan tarif diatur dengan Peraturan
Gubernur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Tarif Izin Trayek Dan Tarif Izin Usaha Perikanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



o

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF

IZIN TRAYEK DAN TARIF IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

L;
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang.
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Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin, permohonan, rekomendasi dan surat keterangan
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Izin trayek adalah izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu.

Izin Usaha Perikanan adalah Izin / persetujuan dari Pemerintah Daerah
kepada orang atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan Usaha
Perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan, usaha budidaya ikan,
usaha pengangkutan ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran
ikan.

BAB II
TARIF IZIN TRAYEK

Pasal 2

Tarif Izin Trayek dalam Lampiran I huruf B angka 1 Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO JENIS PERIZINAN BESAR TARIF | KETERANGAN
1 2 3 4
B | BIDANG ASDP Rp. 5.000.000,- | Per Kapal/

1. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Tahun

Lintas Kabupaten/Kota dalam
Provinsi

BAB III
TARIF IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Tarif Izin Usaha Perikanan dalam Lampiran II angka 2 dan angka 3 Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO | JENIS PERIZINAN BESAR TARIF | KETERANGAN
1 2 3 4
Surat Izin Tangkap:
2. | Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Rp. 10.000,- Per GT/Tahun
>10-30GT
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Rp. 10.000,- Per GT/Tahun

>10-30GT
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

H.S8 S8.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19620527 198503 1 006



